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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan Nikmat-

Nya atas tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 (LKj) Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022. Dokumen ini dibuat sebagai 

tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. 

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung 

Tahun 2022 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja melalui Laporan kinerja, terwujudlah komitmen 

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya 

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung ini dibuat semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur 

perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dimasa 

yang akan datang. 

 

Bandar Lampung,      Maret 2023 

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN  

SUMBER DAYA MINERAL  

 

 

 

Drs. HERY SADLI, M.H 

Pembina Tk. I 

NIP. 19690719 199003 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Salah satu elemen dalam menciptakan Good Governance 

(Kepemerintahan yang baik) adalah Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan 

Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/ 

kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. 

Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis 

(Renstra) tentang program- program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima 

tahun kedepan. 

Dalam upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan 

informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran 

berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan 

kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan 

evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022 sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Pemerintah Pusat, 

Daerah, Kementerian/Lembaga untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya 

atas pelaksanaan APBN/APBD. 

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian 

Kinerja Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama 

Tahun 2022. Capaian kinerja (Performance Results) Tahun 2022 tersebut 

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Tahun 

2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis 

atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai 

umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara 

berkelanjutan (Continuing Improvement). 
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I.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Sesuai dengan pasal 

736 Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki tugas pokok menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya 

mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas 

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, 

Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standar/pedoman; 

2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 

mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; 

3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi pada wilayah 

provinsi; 

4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada 

wilayah lintas kabupaten/kota; 

5. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi, 

geopark/geoheritage dan ketenagalistrikan; 

6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi serta 

mitigasi berncana geologi di wilayah provinsi; 

7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, koordinasi, monitoring dan 

evaluasi terkait geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta 

konservasi energi; 

8. Pelayanan administrasi; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. 

 

1.2.2. Susunan dan Struktur Organisasi 

Susunan organisasi ESDM Provinsi Lampung terdiri dari beberapa unit 

kerja sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekertariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

c. Sub Bagian Perencanaan. 

3. Bidang Energi; 

4. Bidang Geologi dan Air Tanah; 

5. Bidang Mineral dan Batubara; 

6. Bidang Ketenagalistrikan; 

7. Cabang Dinas 

Terdiri dari 7 (tujuh) Cabang Dinas yang terbagi berdasarkan wilayah kerja 

masing-masing sebagai berikut 

a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, 

berkedudukan di Kalianda atau wilayah lain di Kabupaten Lampung 

Selatan, meliputi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; 

berkedudukan di Kota Metro atau wilayah lain di Kota Metro, meliputi 

Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. 

c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, 

berkedudukan di Menggala atau wilayah lain di Kabupaten Tulang 

Bawang, meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. 

d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV, 

berkedudukan di Pringsewu atau wilayah lain di Kabupaten Pringsewu, 

meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten 

Tanggamus. 

e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V, 

berkedudukan di Kotabumi atau wilayah lain di Kabupaten Lampung 

Utara, meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. 

f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI, 

berkedudukan di Liwa atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Barat, 

meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat 

g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII, 

berkedudukan di Gunung Sugih atau wilayah lain di Kabupaten 

Lampung Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

Masing-masing Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung seperti yang telah 

disebutkan di atas, memiliki susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Cabang Dinas; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 
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c. Seksi Mineral dan Batubara; 

d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Tabel 2.1.Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung 

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 

CABANG DINAS WIL. I 
KOTA BANDAR LAMPUNG 

LAMPUNG SELATAN 

CABANG DINAS WIL. II 
METRO 

LAMPUNG TIMUR 

CABANG DINAS WIL. III 
TULANG BAWANG 

MESUJI 

 
CABANG DINAS WIL. IV 

PESAWARAN 

PRINGSEWU 

TANGGAMUS 

CABANG DINAS WIL. V 
LAMPUNG UTARA 

WAY KANAN 

CABANG DINAS WIL. VI 
LAMPUNG BARAT 

PESISIR BARAT 

CABANG DINAS WIL. VII 
LAMPUNG TENGAH 

TULANG BAWANG BARAT 

 

 

Gambar 2.1.Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung 

9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional 

pada Dinas ESDM Provinsi Lampung saat ini terdiri dari 2 (empat) 

kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut: 

• Kelompok Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan 

penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, 

penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil 



 
 

  DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG 
5 

LAPORAN KINERJA (LKj) 2022 

penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan 

penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta 

pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian. 

• Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; 

Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas 

dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor 

ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung. 
 

 
 

Gambar 2.2. Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung 

 
Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung secara menyeluruh 

selanjutnya dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung 
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I.3. Landasan Hukum 

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung tahun 2022 disusun dengan landasan hukum: 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 80); 

5. Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53  Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2019 – 2024; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020; 

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung Tahun 

2020;  

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung; 

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung 

Tahun Anggaran 2022; 

13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/8.09/HK/2019 Tentang 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024; 
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14. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188.4/33/V.25/2022 

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 

 

 

I.4. Sistematika Penulisan 

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama tahun 2022. Capaian kinerja 

tahun 2022 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai 

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian 

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan secara ringkas gambaran umum Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menguraikan secara ringkas perencanaan renstra tahun 2019-2024, 

serta dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan 

program, kegiatan, dan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Lampung tahun 2022 meliputi RPJMD Provinsi 

Lampung tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menguraikan pengukuran kinerja 2022, capaian Indikator kinerja tahun 

2022, pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian kinerja RENSTRA 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dikaitkan dengan 

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 

tahun 2019-2024, akuntabilitas keungan pagu dan realisasi keuangan 

tahun 2022, serta prestasi yang telah  diraih  selama tahun 2022. 

BAB IV PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2022 

dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja 

dimasa mendatang 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Rencana Strategis 2019-2024 

Rencana Strategis  Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan  

berkelanjutan  serta merupakan penjabaran  dari  pada  Visi  dan  Misi  Kepala  

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber  daya  alam 

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Rencana Strategis Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka 

waktu  5  (lima)  tahun  yaitu  dari  tahun  2019 sampai dengan Tahun 2024. 

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut  dihubungkan  dengan  pola  

pertanggung   jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / 

kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung  dibuat  pada  masa  jabatannya, dengan  demikian  

akuntabilitas  penyelenggaraan  Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 

tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. 

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses 

penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan 

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan hasil 

kesepakatan bersama antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung dan stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung  yang merupakan 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dimuat program 

dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun 

mendatang. 
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2.2. Visi dan Misi 

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung 

yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 adalah: 

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “ 
 

Visi tersebut dijabarkan dalam 33 janji kerja Gubernur/Wakil Gubernur 

 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan 

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke 

depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan  6 

(enam) misi, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 

melaksanakan misi ke 4 yaitu: 

Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi 

dan konektivitas wilayah. 

 

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan penyusunan 

rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 

tahun 2019-2024 adalah merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang 

terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral dan isu strategis 

daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) 

tahun dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam menyusun 

program dan kegiatan periode 2019-2024. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk 

mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis. 

 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai berikut : 



 
  

  DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG 

LAPORAN KINERJA (LKj) 2022 

10 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 

 
NO 

 
TUJUAN 

INDIKATOR 

TUJUAN 

 
SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Terwujudnya  
Ketahanan dan 
Kemadirian 
Energi Menuju 
Lampung 
Berjaya 

Rasio Dusun 
Berlistrik 

Meningkatny
a Cakupan 
Pelayanan 
dan Kualitas 
Infrastruktur 
Energi dan 
Ketenagalistr
ikan di 
Provinsi 
Lampung 

Rasio 
Dusun 
Berlistrik 

51% 52% 53% 54% 55% 

 

2.4. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 

tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah melalui Keputusan Gubernur No. G/770/B.09/HK/2019 Tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

NO 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

SAT 

PENJELASAN 

 
ALASAN 

FORMULASI / 

RUMUS 

PERITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

1 Terwujudnya 
ketahanan dan 
Kemandirian 
Energi Menuju 
Lampung Terang 

Rasio 
Elektrifikasi 
Rumah Tangga 
Berlistrik  

% Untuk 

mengetahui 

jumlah 

dusun yang 

sudah 

berlistrik 

(Jumlah Dusun 

berlistrik): 

(Jumlah Dusun 

di Provinsi 

Lampung) x 

100% 

Dinas 

ESDM 

Provinsi 

Lampung 
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2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

 

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Tahun 2022 sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja 

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan 

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan 

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan 

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan 

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan 

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga 

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, 

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 

uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya cakupan 
pelayanan dan kualitas 
infrastruktur energi dan 
ketenagalistrikan di 
Provinsi Lampung 

Rasio Dusun Berlistrik 53% 

 
Meningkatnya Pengelolaan 
Ketenagalistrikan terutama 
pada Dusun belum berlistrik di 
Provinsi Lampung 

Persentase infrastruktur 
Ketenagalistrikan yang 
terealisasi 

60 % 

 
Meningkatnya Pengelolaan 
Energi Terbarukan 

Persentase Bauran Energi 
Daerah 

31,9 % 

 
Meningkatnya Pengelolaan 
Mineral dan Batubara 

Persentase  Pengelolaan 
Mineral dan Batubara 

40 % 

 
Meningkatnya Tata 
Kelola Aspek 
Kegeologian 

Persentase 
Peningkatan 
Pengelolaan Aspek 
Kegeologian 

31 % 

 
Meningkatnya Layanan 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase pelayanan 
penunjang urusan pemda 

100 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi 

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang dibuat 

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target 

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai 

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. 

 

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI 

nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah, Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

 Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja 

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian 

indikator kinerja sasaran. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = 
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala 

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai dengan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 
No 

INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI 

KINERJA 

 
Kode Warna 

1 91% ≤ 
100% 

Sangat Tinggi  

2 76% ≤ 90% Tinggi  

3 66% ≤ 75% Sedang  

4 51% ≤ 65% Rendah  

5 ≤ 50% Sangat 
Rendah 

 

 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu 

indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian 

kinerja. 

(2) Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi persyaratan minimal. 
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(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum 

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. 

Hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral berdasarkan Keputusan Gubernur No. G/770B.09/HK/2019 

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-

2024, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja 

(out comes) 

 

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dapat 

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat 

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran 

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2021 maupun Rencana Kerja 

Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, hasil reviu dan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/770/B.09/HK/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024. 

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Lampung Provinsi Lampung juga melakukan reviu 

terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas 

indikator kinerja utama Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama 

No. IKU ESDM Satuan 

Realisasi 

2019 

Realisasi 

2020 

Kinerja 2021 Kinerja 2022 

% 
Ket 

Target Realisasi Target Realisasi 

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah 

1. 
Rasio Dusun 

Berlistrik 
% - 51,72 52 52,96 53 53,14 

100,
26 

Sangat 

tinggi 

 

Tabel 3.2 

Pencapaian Sasaran 1 

Sasaran  

Sasaran  Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Terang 

IKU Rasio Dusun Berlistrik 

Satuan Persen 

2019 2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

- - - 51% 52,72% 103,37% 52% 52,96% 101,84% 53% 53,14% 100,26% 

 

Sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju 

lampung terang berjaya memiliki 1 (satu) indikator sasaran yaitu Rasio Dusun 

Berlistrik pada tahun 2020 capaian terhadap target yang telah ditetapkan 

mencapai 103,37%, kemudian pada tahun 2021 capaian terhadap target 

yang telah ditetapkan mencapai 101,84% dan pada tahun 2022 capaian 

terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 100,26%. 

Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Sasaran 1 

Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman 

IKU Rasio Dusun Berlistrik 

Satuan Persen 

2024 Nasional (Rasio Desa Berlistrik) 

Target Capaian  Realisasi 2022 

55% 96,62% 99,78% 

 

Bila dibandingkan dengan target sesuai Renstra Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung maka capaian kinerja saat ini 

mencapai 96,62%. Dan disaat yang bersamaan Target Nasional dari Rasio 

Desa Berlistrik mencapai 99,78% sampai November 2022 dengan total 

jumlah desa yang telah dilistriki sebanyak 83.280. 
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Gambar 3.1 

Grafik Indikator Kinerja Utama 

 

 

 

Gambar 3.2 

Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

 

 

51 52 5352,72 52,96 53,14

103,37 101,85 100,26

2020 2021 2022

Chart Title

Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)
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Berdasarkan Peta diatas dapat dilihat persentase realisasi pada tahun 

2022 berdasarkan sebaran disetiap kabupaten/kota di provinsi lampung 

1. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang telah sepenuhnya teraliri listrik 

terdiri dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, 

Lampung Tengah, Lampung Utara 

2. Sedangkan 10 (sepuluh) kabupaten belum sepenuhnya teraliri listrik 

3. Sehingga realisasi rasio dusun berlistrik Provinsi Lampung sebagai IKD 

pendukung IKU Gubernur adalah 53,14% 

 

Adapun faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Kegiatan yang telah 

dilaksanakan antara lain 

Tabel 3.4 

Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Kegiatan 

FAKTOR 

PENGHAMBAT 
FAKTOR PENDUKUNG SOLUSI 

KEGIATAN YANG TELAH 

DILAKSANAKAN 

1. Kendala Anggaran, 

Ketersediaan anggaran yang 

belum mampu memenuhi 

kebutuhan Pembangunan 

Sarana Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum Berkembang, 

Daerah Terpencil dan 

Perdesaan; 

2. Kendala akses menuju 

Daerah Terpencil dan 

Perdesaan yang belum 

berlistrik, diantaranya : 

• masih banyak Daerah 

yang tidak ada 

infrastruktur jalan 

untuk akses masuk 

kendaraan: dan 

• akses jalan yang harus 

melintasi kawasan 

kehutanan; 

3. Status lahan untuk Daerah 

Terpencil dan Perdesaan 

yang belum berlistrik, 

sebagai contoh : 

• masih adanya 

masyarakat yang 

berdomisili di lahan 

kehutanan 

(Register/HL); dan 

• Desa yang statusnya 

sebagai Desa resmi 

definitip berdasarkan 

Kemendagri, namun 

berada di wilayah 

kehutanan. 

Sehingga sulit dalam 

mendapatkan perizinan 

untuk pembangunan 

infrastruktur jaringan listrik. 

1. Dukungan Gubernur pada 

Misi Ke-4 tentang 

infrastruktur; 

2. Agenda Kerja Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

• Program Lampung 

Terang Berjaya 

3. Kebutuhan masyarakat akan 

listrik saat ini yang setara 

dengan kebutuhan dasar, 

yang berfungsi sebagai 

sumber penerangan, energi 

alat komunikasi serta 

pendukung aktifitas usaha; 

4. Sinergi dengan PT. PLN 

(Persero) Unit Induk 

Distribusi Lampung 

 

1. Mensinergikan perencanaan 

pembangunan infrastruktur 

pada PT. PLN (Persero) Unit 

Induk Distribusi Lampung 

dengan Daerah yang belum 

berlistrik di Provinsi 

Lampung; 

2. Mengusulkan proposal bantuan 

DAK Fisik dari Kementerian 

ESDM berupa : 

- PLTS/LTSHE/PJUTS/PLTMH 

untuk Daerah yang belum 

berlistrik sesuai dengan 

potensi yang ada di lokasi; 

3. Bantuan Program BPBL 

(Bantuan Penyambungan Baru 

Listrik) bagi masyarakat tidak 

mampu yang berada di daerah 

yang telah dibangun jaringan 

listrik. 

 

 

Pengendalian dan Pengawasan 

Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik Non 

Badan Usaha Milik 

Negara dan Penjualan 

Tenaga Listrik serta 

Penyewaan Jaringan 

kepada Penyedia Tenaga 

Listrik dalam Daerah 

Provinsi. 

2.1. Pengumpulan dan 

Pengolahan Data dan 

Informasi Sasaran 

Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum 

Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan. 

2.2. Pengendalian dan 

Pengawasan 

Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum 

Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan. 
2.3. Pembangunan sarana 

penyediaan tenaga listrik 

belum berkembang 

Daerah terpencil dan 

perdesaan. 
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Gambar 3.3 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Tahun 

2022 
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Gambar 3.4 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa daerah 

  

LAMPU TEGANGAN SURYA HEMAT ENERGI DI PULAU TEGAL 

PLTS OFF GRIDE 5 kWp Pulau Tegal PLTS Terpusat 45 kWp di Desa Heni Arong Kab Lambar, untuk 150 Rumah 

PLTS Terpusat 18 kWp di Dusun Kalangan Desa Pahawang Kab Pesawaran untuk, 50 Rumah Tangga 

PLTS Terpusat 30 kWp di Desa Maja Kab. Pesawaran untuk 200 Rumah Tanggal 
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Gambar 3.5 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap pada Gedung Milik Pemprov Lampung 

 

 

3.3. Realisasi Anggaran 

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target 

kinerja yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar 

Rp.20.713.848.381,55 sedangkan realisasi anggaran mencapai 

Rp.20.428.811.029,00, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 

Rp.285.037.352,55, sehingga serapan dana Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Lampung di tahun 2022 mencapai 97,13%. 

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran 

Nama Program dan Kegiaran Anggaran Total Realisasi 
Sisa 

Anggaran 
% 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

    

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

    

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,0 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,0 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,0 
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Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   0,00  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.189.466.066,55 12.931.256.168,00 258.209.898,55 98,0 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,0 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

    

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,0 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,0 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

55.000.000,00 54.998.000,00 2.000,00 100,0 

Administrasi Umum Perangkat Daerah     

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.938.000,00 39.938.000,00 0,00 100,0 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,0 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

0,00 0,00 0,00 0,0 

Penyediaan Bahan/Material 64.141.800,00 64.141.800,00 0,00 100,0 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,0 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 826.168.915,00 825.914.502,00 254.413,00 100,0 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

    

Pengadaan Mebel 118.821.200,00 118.755.200,00 66.000,00 99,9 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 236.916.000,00 236.801.000,00 115.000,00 100,0 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

    

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 224.262.000,00 208.588.259,00 15.673.741,00 93,0 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 454.759.400,00 454.759.400,00 0,00 100,0 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

  0,00  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

710.400.000,00 705.098.576,00 5.301.424,00 99,3 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.545.000,00 32.545.000,00 0,00 100,0 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

327.160.000,00 327.160.000,00 0,00 100,0 

 Rata-Rata Persentase Capaian    94,8 

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN     

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 

    

Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air 

Tanah pada Cekungan Air Tanah 

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,0 

Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah 

pada Cekungan Air Tanah 

350.000.000,00 349.820.612,00 179.388,00 99,9 

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah 

Provinsi 

  0,00  

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 150.000.000,00 149.975.000,00 25.000,00 100,0 

  Rata-Rata Persentase Capaian     100,0 

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA     

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 

    

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 

140.000.000,00 139.610.000,00 390.000,00 99,7 
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dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah 

Laut sampai dengan 12 Mil 

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil Laut 

  0,00  

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada 

da 

57.390.000,00 57.364.000,00 26.000,00 100,0 

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik 

Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam 

Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah 

yang 

58.280.000,00 58.269.000,00 11.000,00 100,0 

  Rata-Rata Persentase Capaian     99,9 

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN     

Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan 

Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai 

Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan 

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun 

    

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan 

Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 

10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun 

357.000.000,00 356.986.000,00 14.000,00 100,0 

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi   0,00  

Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan 

Program Konservasi Energi 

700.000.000,00 699.710.669,00 289.331,00 100,0 

Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk 

Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi 

Energi 

800.000.000,00 797.393.000,00 2.607.000,00 99,7 

Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi 

Energi 

50.790.000,00 50.759.000,00 31.000,00 99,9 

  Rata-Rata Persentase Capaian     99,9 

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN     

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga 

Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia 

Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 

    

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik 

Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan 

Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dala 

250.000.000,00 249.887.200,00 112.800,00 100,0 

Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas 

Instalasinya dalam Daerah Provinsi 

    

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 

100.000.000,00 99.754.143,00 245.857,00 99,8 

Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas 

Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam 

Negeri 

 0,00 0,00  

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha 

Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh 

Penanam Modal Dalam Negeri 

474.210.000,00 474.111.000,00 99.000,00 100,0 

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak 

Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga 
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Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan 

Perdesaan 

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 

Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 

250.000.000,00 249.891.000,00 109.000,00 100,0 

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 

150.000.000,00 149.886.000,00 114.000,00 99,9 

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan 

100.000.000,00 98.838.500,00 1.161.500,00 98,8 

Total 20.713.848.381,55 20.428.811.029,00 285.037.352,55 97,13 

 

 

3.4. Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan 

Perincian penggunaan anggaran pada misi dan indikator kinerja utama 

perangkat daerah berdasarkan dokumen realisasi anggaran adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022 

No. IKU ESDM Satuan 

Kinerja 2022 Anggaran 

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian  

1. 
Rasio Dusun 

Berlistrik 
% 53 53,14 100,26 1.324.210.000,00 1.322.367.843,00 99,73 

 

 

Gambar 3.6 

Bagan Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2022 

 

Dari bagan perbandingan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk IKU Rasio Dusun Berlistrik telah tercapai realisasi yang efektif dan 

tercapai efisien anggaran yang digunakan, terlihat dari grafik bahwa target 

fisik yang dicapai lebih besar dari pada realisasi anggaran yang digunakan. 
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Untuk dapat menjadi perhatian ditahun 2023 agar kinerja yang dilaksanakan 

untuk. 

Tabel 3.6 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan  

Capaian Kinerja Tahun 2021 

No IKU 

Capaian Fisik 
Rasio 

Efektifitas 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

1 Rasio Dusun Berlistrik 101,84% 100,26% 0,98 

 

Rasio efektivitas capaian kinerja diukur dengan membandingkan 

persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja tahun 

sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan 

pencapaian sasaran termasuk kategori efektif, sedangkan bila rasio yang 

dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efektif. 

  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
 

 

Dari Rumus Rasio Efektifitas pada tabel 3.6 diatas, dapat dilihat bahwa 

terdapat 1 IKU dengan nilai rasio efektifitas 0,98 (< 1) maka menunjukkan 

pencapaian kinerja sasaran kurang efektif.  

 

3.5. Prestasi dan Penghargaan 

Pada Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Lampung atas 

komitmen dan kesungguhan dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung dengan Nilai SAKIP 70,85 dan Predikat BB 

 

Gambar 3.6 

Penghargaan SAKIP Award  
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3.6. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022 

Berdasarkan Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah menindaklanjuti: 

1. Dengan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terdapat 

dalam Sasaran Kinerja Pegawai, dan setiap pegawai telah 

menyusun IKI sesuai dengan program kegiatan pada bidangnya 

masing-masing. 

2. Penetapan IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung telah melakukan perubahan pada Sasaran dan Target 

Program/Kegiatan, tetapi tidak merubah Indikator Kinerja Utamanya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 

2022. 

Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 

2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Lampung menetapkan sasaran dan indikator kinerja Rasio Dusun Berlistrik 

dengan nilai capaian sebesar 100,26 %. Dari hasil tersebut capaian yang 

didapat telah melebihi target yang telah di tetapkan. 

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp. 20.713.848.381,55 dengan realisasi sebesar Rp. 

20.428.811.029,00 dan sisa sebesar Rp. 285.037.352,55. 

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah 

digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung adalah 

97,19% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa 

perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung telah tercapai 

dengan baik namun perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien 

dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Lampung. 
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4.2. Rekomendasi 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Lampung ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya MineralLampung kepada 

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah 

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung 

 

 

Ditetapkan di : Bandar Lampung  

 Pada Tanggal : Maret 2023 

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Lampung, 

 

 

Drs. HERY SADLI, M.H 

Pembina Tk.I 

NIP. 19690719 199003 1 005 
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